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ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis peran regulasi otonomi
daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk
mendorong kemandirian desa, dengan studi kasus di
Desa Bi’ih, Kabupaten Banjar. Melalui pendekatan
kualitatif dan metode studi kasus, penelitian
menelusuri hubungan antara kebijakan hukum,
kapasitas kelembagaan, dan praktik tata kelola
sumber daya desa. Temuan menunjukkan bahwa
kewenangan yang diberikan melalui Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi desa
untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal.
Namun, pelaksanaannya  masih  terkendala
disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas
aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset
digital desa. Di sisi lain, penguatan BUMDes dan
digitalisasi sistem informasi desa memperlihatkan
potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal.
Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi
antarlevel pemerintahan, penyusunan perangkat
hukum desa yang adaptif, serta peningkatan
kapasitas aparatur sebagai langkah strategis menuju
desa mandiri yang berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes, Desa Mandiri, Otonomi
Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Regulasi.

This study examines the effectiveness of free legal
This study analyzes the role of regional autonomy
regulations in local resource management to
promote village independence, with a case study in
Bi'ih  Village, Banjar Regency. Through a
qualitative approach and case study method, the
study explores the relationship between legal
policies, institutional capacity, and village resource
management practices. The findings show that the
authority granted through Law Number 6 of 2014
concerning Villages and Law Number 23 of 2014
concerning  Regional Government  opens
opportunities for villages to innovate in managing
local potential. However, its implementation is still
hampered by regulatory disharmony, limited
apparatus capacity, and suboptimal management of
village digital assets. On the other hand, the
strengthening of BUMDes and the digitization of
village information systems show great potential in
strengthening the local economy. The study
recommends harmonizing regulations between
levels of government, developing adaptive village
legal instruments, and increasing the capacity of
officials as strategic steps towards sustainable
independent villages.
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Village-Owned Enterprises.
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1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari

penguatan desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

Desa bukan sekadar objek

pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam memperkuat ketahanan sosial,
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ekonomi, dan lingkungan (Hardiyanti & Diamantina, 2022). Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk
mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam
kerangka ini, sumber daya lokal, baik berupa kekayaan alam, budaya, maupun modal
sosial, merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara partisipatif dan adaptif
(Rahman, 2023).

Regulasi otonomi daerah diharapkan memperluas kewenangan desa dalam mengelola
potensi lokal melalui prinsip pengakuan dan subsidiaritas (Silubun et al., 2020). Secara
teoritis, kewenangan ini memberi ruang inovasi dan penyesuaian kebijakan pembangunan
sesuai karakteristik lokal (Guntoro, 2021). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa
pada praktiknya, desa sering kali gagal memaksimalkan peluang tersebut. Penelitian
(Handraini et al., 2024) dan (Nabilah & Fikriana, 2023)) menyoroti lemahnya kapasitas
aparatur desa dan ketidaksinkronan kebijakan antarlevel pemerintahan, sementara (Malik,
2020) dan (Hariyati et al., 2021) menggarisbawahi dominasi pendekatan top down yang
mengabaikan kebutuhan spesifik desa. Temuan dari berbagai penelitian ini
mengindikasikan bahwa ketidakharmonisan regulasi bukan hanya menghambat
implementasi kebijakan, tetapi juga membatasi ruang inovasi pengelolaan sumber daya di
tingkat sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Kesenjangan ini terlihat jelas pada kasus Desa Bi’ih, Kabupaten Banjar. Desa ini
memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ekowisata, namun pengelolaan sumber daya
lokal terhambat oleh tata kelola yang terfragmentasi dan minimnya integrasi data.
Disharmoni regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa membuat
kebijakan pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Aparatur desa sering kali kesulitan
memahami dan memanfaatkan kewenangan yang diberikan, sementara partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah. Kondisi
ini menjadikan kemandirian desa lebih banyak menjadi wacana daripada realitas substantif
(Susilowati et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara peran
regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal sebagai upaya mewujudkan
desa mandiri. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana ketidaksinkronan
kebijakan antarlevel pemerintahan memengaruhi efektivitas pemanfaatan potensi lokal,
mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengiringinya, serta
merumuskan strategi yang dapat mendorong tata kelola sumber daya secara optimal.
Dengan menggunakan studi kasus Desa Bi’th dan penelitian terdahulu, penelitian ini
memberikan kontribusi yang mengisi kesenjangan kajian sebelumnya membawa
pembahasan dari tataran konseptual ke ranah praktis sehingga diharapkan mampu
menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi penguatan
kemandirian desa berbasis potensi wilayah.
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2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengkaji
secara mendalam hubungan antara regulasi otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya
lokal dalam mewujudkan desa mandiri, dengan fokus pada Desa Bi’ih, Kabupaten Banjar.
Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik implementasi kebijakan secara kontekstual
(law in action) melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen
perencanaan desa serta regulasi terkait.

Pengumpulan Data

1

Penentuan Desain dan | |

- s E— ) . o —»  Pengolahan data
Metode Penelitian ' Wawancara Observasi Studi Dokumen i

A~

¥

Implikasi Hukum dan
Identifikasi Masalah Rekomendasi
Kebijakan Desa

Data dianalisis secara tematik dan naratif guna memetakan keterkaitan antara
kebijakan hukum, kapasitas kelembagaan desa, dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis
selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan,
terutama terkait harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas hukum aparatur desa,
peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan perlindungan
hukum dalam tata kelola desa.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa
untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan serta
karakteristik masyarakatnya. Namun, dalam praktik di Desa Bi’ih, pengelolaan informasi
terkait potensi lokal, khususnya komoditas durian, menghadapi kendala teknis dan
kelembagaan. Website resmi desa yang seharusnya menjadi sarana publikasi dan promosi
durian Bi’ih justru dikelola oleh pihak ketiga, bukan oleh perangkat desa. Akibatnya,
konten informasi tidak diperbarui secara rutin, calon pembeli atau pengunjung tidak dapat
memberikan ulasan (review), dan promosi durian menjadi kurang maksimal. Hal ini secara
langsung menghambat penguatan branding durian Bi’ih serta mengurangi peluang
pemasaran yang lebih luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek pengelolaan teknologi
informasi di tingkat desa dapat berimplikasi pada keterbatasan pengelolaan sumber daya
lokal secara optimal. Masalah tersebut semakin kompleks ketika perangkat desa juga
menghadapi keterbatasan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memiliki keterampilan
untuk mengelola platform digital secara mandiri. Dengan kata lain, meskipun otonomi
daerah memberikan ruang untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya lokal, kapasitas
teknis di tingkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasinya.

’

Muharman Lubis & Mima Artamevia. “Mewujudkan Desa Mandiri: Peran Regulasi...’



484

ISSN 2809-9265 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Vol.5, No.3, December 2025, 481-493

Fenomena di Desa Bi’th selaras dengan temuan beberapa penelitian yang
menunjukkan bahwa konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan peraturan daerah
sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang yang dapat melemahkan
prinsip otonomi daerah. Ketidaksinkronan ini seringkali membuat desa tidak memiliki
ruang yang cukup untuk mengambil keputusan strategis (Permatasari et al., 2023).

Problematika otonomi desa juga dapat muncul akibat kebijakan tata ruang yang
bersifat top down dan pembagian kewenangan yang tidak jelas antara kementerian di
tingkat pusat, yang menyebabkan desa kehilangan kontrol atas sumber dayanya sendiri
(Daud Niga, 2023). Hambatan kelembagaan, termasuk ketidaksinkronan regulasi antara
pemerintah pusat dan daerah, juga dapat menghambat implementasi kebijakan sektor
strategis seperti penanganan tambang ilegal (Rahman, 2023). Selain itu, keputusan
pembangunan yang diambil oleh pemerintah desa sering kali bertentangan dengan
pemerintah daerah, yang memperlihatkan adanya miskomunikasi dan perbedaan prioritas
antar tingkatan pemerintahan (Aswin, 2022).

Tabel 1. Pengaruh Regulasi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Bi’ih

Dampak terhadap Pengelolaan Sumber

Aspek Kondisi di Desa Bi’ih
spe ondisi di Desa Bi’i Daya Lokal
Pengelolaan Website | Dikelola oleh pihak ketiga, bukan | Informasi durian tidak terbarui, promosi
Desa perangkat desa kurang maksimal
. . Tidak tersedia fitur review dan | Potensi desa sulit dikenal luas oleh calon
Akses Informasi Publik . .
produk local desa pembeli atau wisatawan
Kapasitas SDA Desa Kekurangan SDM y.arllg mampu Ketergantung.an pada . pihak  luar,
mengelola platform digital pengelolaan tidak berkelanjutan
K terbatas k tidak
ewenangan terbatas xarea Heak | nooy tidak memiliki  kendali penuh

Kewenangan Desa ada  pengaturan  jelas  soal

. terhadap kanal i
pengelolaan aset digital criiadap kafial profiosiilya

Potensi tumpang tindih kebijakan
pusat daerah terkait aset digital
desa

. . . Hambatan dalam penguatan branding dan
Konsistensi Regulasi
pemasaran produk lokal

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi otonomi daerah secara teoritis
memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal, dalam praktiknya
hambatan teknis, kelembagaan, dan regulasi dapat mengurangi efektivitasnya. Penguatan
kapasitas perangkat desa, kejelasan kewenangan pengelolaan aset digital, dan sinkronisasi
kebijakan pusat-daerah menjadi kunci agar otonomi daerah benar-benar mendukung
terwujudnya desa mandiri.

3.2. Ketidaksinkronan Regulasi antar Tingkat Pemerintahan

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat telah
membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Pembatalan ini dilakukan karena materi
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muatan Perda dianggap menghambat investasi atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah hingga kini masih menghadapi persoalan struktural berupa ketidaksinkronan
regulasi dan dominasi kebijakan pusat. Kondisi ini kerap memicu tumpang tindih
kewenangan, terutama pada urusan konkuren seperti perizinan usaha dan pengelolaan
kehutanan (Hagq et al., 2025).

Lemahnya koordinasi antarlembaga semakin memperburuk situasi, di mana ratusan
Perda terkait kesejahteraan belum selaras dengan regulasi pusat. Hal ini berdampak pada
terhambatnya efektivitas kebijakan serta menciptakan kesenjangan hukum yang merugikan
masyarakat (Widjaja & Dhanudibroto, 2025).

Table 2. Studi Kasus Ketidaksinkronan Regulasi di Tingkat Desa

Lokasi / Kasus

Deskripsi

Kabupaten Kupang — Perda Pilkades
dan Undang - Undang Desa

Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pilkades belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan

materi Undang — Undang Desa (Undang - Undang
Nomor 6/2014) (Ndolu et al., 2022)

Kabupaten Grobogan — Pengisian | Sistem promosi jabatan Sekretaris Desa melalui Perbup

Sekretaris Desa Grobogan Nomor 18/2017 tidak sinkron dengan
ketentuan Undang - Undang, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum (Wijayanto et al., 2022).

Desa  Sardonoharjo, Sleman - | Proses pembentukan Perdes belum sepenuhnya sesuai

Pembentukan Perdes dengan pasal dalam Undang - Undang Nomor 6/2014;
kelembagaan desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) belum efektif menyesuaikan regulasi di atasnya

(Sulistyaningsih & Kodiman, 2021).

Penetapan Batas Desa (beberapa
kabupaten wilayah studi)

Penetapan dan penegasan batas desa sering tidak diikuti
dengan implementasi Permendagri Nomor 27/2006
karena ketidaksinkronan teknis pelaksanaan (Nadeak et
al., 2015).

Peraturan Desa  (Perdes) dan secara konstitusional;

Perundang-undangan di atasnya

Perdes dianggap bisa diuji
menjelaskan posisi Perdes dalam sistem hukum sehingga
jika bertentangan dengan regulasi lebih tinggi, bisa
dibatalkan (Astomo, 2018).

Ketidaksinkronan regulasi antar tingkat pemerintahan pada wilayah desa di Indonesia
kerap memicu tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan keterlambatan
implementasi program. Kondisi ini terlihat dari berbagai kasus seperti perbedaan
interpretasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan sumber
daya alam desa, yang menyebabkan desa kesulitan memaksimalkan potensi lokal. Selain
itu, ketidakharmonisan antara peraturan desa dan peraturan daerah sering menghambat

’
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pelaksanaan rencana pembangunan, terutama pada sektor pertanian, tata ruang, dan
pemanfaatan tanah kas desa. Konflik juga muncul ketika regulasi sektoral kementerian
tidak sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga desa harus beradaptasi dengan
berbagai aturan yang saling bertentangan. Situasi ini menuntut adanya harmonisasi
kebijakan melalui koordinasi lintas tingkat pemerintahan serta pembinaan regulasi yang
berpihak pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Disharmonisasi regulasi juga sering terjadi di tingkat desa. Misalnya, Peraturan Desa
(Perdes) mengenai pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) kerap bertentangan dengan norma
hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
khususnya terkait status hukum dan kewenangan pengelolaan. Ketidaksesuaian ini
menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa antara
pemerintah desa dan instansi terkait (Anggoro et al., 2025). Banyaknya Perda yang tidak
konsisten, tidak harmonis, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi
masalah regulasi mendesak untuk segera ditata ulang. Salah satu pendekatan yang dapat
digunakan adalah metode omnibus law guna mencapai sinkronisasi dan kesatuan kebijakan
(Helmi, 2021). Mekanisme pembatalan Perda sebelumnya didelegasikan kepada
pemerintah pusat atau gubernur, sebelum akhirnya dialihkan ke Mahkamah Agung melalui
prosedur judicial review (Igir, 2017).

Ketidaksinkronan regulasi juga berdampak nyata pada pelaksanaan kebijakan di
lapangan. Seperti, program bantuan sosial pandemi COVID-19 menjadi tidak efektif
karena program dari pemerintah pusat dan daerah berjalan bersamaan dengan yurisdiksi
serta aturan berbeda. Kondisi ini memicu kebingungan, tumpang tindih sasaran penerima,
dan inefisiensi pelaksanaan (Andriyana & Juwono, 2021). Upaya pencegahan
ketidaksinkronan Perda melalui proses pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham) pada tahap penyusunan Rancangan Perda sering kali tidak efektif.
Bahkan, proses ini berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan fasilitasi yang dilakukan
oleh Kemendagri atau pemerintah provinsi pada tahap selanjutnya (BN et al., 2020)

3.3. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Desa

Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting
dalam menentukan kemampuan desa untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif.
Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia menghadapi
hambatan serius di aspek ini. Misalnya, di Desa Serang, kapasitas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) masih terhambat oleh kelemahan struktural, teknis, dan kelembagaan. Struktur
organisasi yang tidak sistematis, lemahnya kepemimpinan, ketiadaan rencana bisnis yang
terukur, serta rendahnya adopsi teknologi digital menjadi faktor yang menghambat
pengembangan ekonomi lokal (Triayu Nur Afifah et al., 2022).

Di Kelurahan Sumberarum, masalahnya lebih kompleks karena mencakup faktor
sosial ekonomi rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian, rata-rata
kepemilikan lahan yang sempit, serta kapasitas kelembagaan pemerintah desa yang lemah
dalam hal pengelolaan anggaran dan tindak lanjut kebijakan (Kurniawan et al., 2023).
Sementara itu, Desa Banjar dan Desa Tamansari menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas
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aparatur perencana desa menyebabkan dokumen perencanaan pembangunan hanya menjadi
formalitas administratif tanpa implementasi yang berarti (Radyan Danar et al., 2021).

Dari masalah-masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar otonomi
daerah itu sendiri. Secara normatif, otonomi daerah memberi kewenangan bagi desa untuk
mengatur dan mengurus urusan lokal, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kelemahan kapasitas kelembagaan dan SDM
mengakibatkan peluang yang diberikan regulasi ini tidak termanfaatkan secara optimal.
Bahkan, di beberapa kasus, desa tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam
dan manusia secara berkelanjutan karena tidak memiliki sistem perencanaan, manajemen,
dan evaluasi yang memadai.

Keterbatasan ini menjadi paradoks dalam upaya mewujudkan desa mandiri. Regulasi
otonomi daerah sebenarnya memberikan ruang inovasi dan fleksibilitas dalam mengelola
potensi lokal, tetapi ruang ini akan menjadi “ruang kosong” jika tidak diisi oleh
kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. Artinya, peran regulasi tidak hanya
berhenti pada pemberian kewenangan, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme
penguatan kapasitas desa. Penelitian ini melihat bahwa untuk menjembatani kesenjangan
tersebut, diperlukan strategi terpadu yang menggabungkan sinkronisasi regulasi, penguatan
tata kelola desa, peningkatan keterampilan teknis dan manajerial aparatur, serta
pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi digital. Dengan demikian, membangun desa
mandiri tidak hanya soal menghadirkan regulasi yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa
desa memiliki penggeraknya sendiri berupa kelembagaan yang adaptif, SDM yang
terampil, dan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan yang efektif. Tanpa itu,
regulasi otonomi daerah akan sulit menjadi instrumen yang benar-benar mampu
mendorong kemandirian desa dalam mengelola sumber daya lokal.

3.4. Keterpaduan Regulasi dalam Mendorong Desa Mandiri

Keterpaduan regulasi merupakan prasyarat utama agar otonomi daerah benar-benar
menjadi instrumen penguatan desa. Dalam mewujudkan Desa Mandiri, peran regulasi
otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal tidak sekadar bermakna tersusunnya
peraturan yang selaras secara formal, tetapi juga terimplementasinya kebijakan secara
terintegrasi di lapangan. Temuan lapangan di Desa Bi’th dan juga di desa lain
menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan hanya terletak pada keterbatasan
kewenangan teknis desa dalam mengelola aset digital dan sumber daya lokal, tetapi juga
pada disharmonisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan. Ketidaksinkronan ini
menimbulkan hambatan administratif, membatasi ruang inovasi desa, dan pada akhirnya
melemahkan pengelolaan potensi lokal yang seharusnya menjadi motor kemandirian.

Dari penelitian ini, keterpaduan regulasi dapat dimaknai sebagai keselarasan arah
pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, serta lintas sektor pembangunan.
Keselarasan ini penting agar setiap kebijakan saling melengkapi dan mendorong
tercapainya kemandirian desa, bukan justru menciptakan fragmentasi atau tumpang tindih
kebijakan. Sejumlah penelitian memperkuat pandangan ini seperti (Wulandari & Supardal,
2024) mencatat bahwa minimnya sinkronisasi antara regulasi provinsi dan undang-undang
desa di tingkat nasional, diperparah dengan ego sektoral antar lembaga, sering kali

’
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menyebabkan program menjadi tidak selaras dan tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan
temuan (Prasasti et al., 2025) yang menekankan pentingnya menyinergikan kebijakan
formal dengan norma dan kesepakatan informal berbasis budaya, sehingga pengelolaan
sumber daya lokal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakter sosial masyarakat
desa.

Keterpaduan regulasi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Regulasi
yang harmonis akan menjadi tidak efektif jika desa tidak memiliki kapasitas untuk
memanfaatkannya. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti
(Hidayat & Hidayah, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada
keselarasan antara regulasi nasional yang memberikan landasan hukum dan kemampuan
desa dalam mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Oleh karena itu, sinkronisasi
regulasi harus dibarengi dengan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa,
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme monitoring dan
evaluasi kebijakan berbasis data.

Temuan lapangan di Desa Bi’th memberikan gambaran konkret bagaimana
keterpaduan regulasi dapat memfasilitasi optimalisasi potensi lokal. Apabila regulasi antar
tingkat pemerintahan dan antar sektor dapat disinergikan, pengelolaan komoditas unggulan
seperti durian di Desa Bi’ih dapat dilakukan secara lebih efektif mulai dari branding,
pemasaran digital, hingga penguatan jaringan kemitraan. Dengan demikian, membangun
desa mandiri tidak hanya menuntut regulasi yang berpihak pada desa, tetapi juga
memerlukan kebijakan yang konsisten, adaptif, dan mampu diimplementasikan secara
nyata di lapangan.

3.5. Inovasi Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal untuk Mewujudkan Desa
Mandiri

Pada level desa, inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal merupakan kunci
untuk mentransformasikan kewenangan yang diberikan oleh regulasi menjadi praktik nyata
kemandirian. Misalnya, pengembangan produk unggulan desa melalui lembaga seperti
BUMDes terbukti mendorong diversifikasi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan
pendapatan masyarakat desa (Wulandari & Supardal, 2024). Sehingga, inovasi proses
organisasi dan pemasaran digital di BUMDes mempercepat akses pasar dan memperkuat
daya saing desa mandiri. Lebih lanjut, aspek teknologi informasi digunakan untuk
memperkuat sistem informasi desa sehingga pengelolaan data warga dan akses layanan
menjadi lebih akurat dan transparan Namun, keberhasilan inovasi ini tidak terlepas dari
kapasitas aparatur desa dan kolaborasi antar-aktor tanpa peningkatan kompetensi dan
sinergi lintas sektor, inovasi akan sulit dilembagakan secara berkelanjutan (Dharma et al.,
2025). Dengan demikian, inovasi desa bukan sekadar penerapan teknologi atau bisnis,
tetapi juga tata kelola, kapasitas manusia, dan integrasi dengan karakteristik lokal sebagai
modal strategis.

Regulasi Indonesia memberi kerangka hukum yang mendukung inovasi tersebut.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai
hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan hak asal-
usul dan adat istiadat. Lebih khusus lagi, Pasal 87 Undang - Undang 6/2014 mengatur



489

bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes, sebagai landasan legal bagi pengelolaan ekonomi
lokal melalui institusi desa. Selanjutnya, pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang menjabarkan bahwa BUMDes
dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan aset dan layanan guna
kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, inovasi digital di BUMDes ataupun
sistem informasi desa dapat berjalan efektif apabila dituangkan dalam regulasi yang
relevan, dilengkapi dengan kapasitas aparatur desa yang memadai, serta sinergi antar-aktor
untuk menghindari fragmentasi kewenangan.

3.6. Implikasi terhadap Strategi Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Desa

Implikasi dari temuan inovasi tersebut menuntut strategi penguatan regulasi dan tata
kelola desa yang lebih adaptif. Pertama, regulasi harus disusun sehingga memungkinkan
desa memanfaatkan kewenangan yang diberikan dalam Undang - Undang Desa secara
optimal, bukan hanya formalitas. Sebagai contoh, Undang - Undang Desa tidak hanya
menegaskan kewenangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan, tetapi juga
memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat (Undang - Undang 6/2014 Pasal 18B ayat
(2) Undang - Undang Dasar 1945) dan penguatan ekonomi desa. Kedua, tata kelola
kelembagaan desa harus disempurnakan melalui regulasi teknis yang memastikan kualitas
aparatur desa, transparansi, akuntabilitas keuangan, serta regulasi digitalisasi desa
(misalnya regulasi perlindungan data dan sistem informasi desa). Tidak hanya peraturan
desa, tetapi juga sinkronisasi antara peraturan desa, peraturan daerah, dan regulasi nasional
sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat
inovasi (Undang - Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah). Ketiga, mekanisme
evaluasi regulasi secara periodik perlu diatur untuk menjamin kebijakan desa tetap relevan
dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi desa. Strategi ini menjamin bahwa
inovasi desa seperti yang dipraktikkan di Desa Bi’ih bukan hanya angin lalu, tetapi
terintegrasi dalam kerangka hukum yang kokoh dan tata kelola yang solid.

4. Penutup

Regulasi otonomi daerah memiliki peran fundamental dalam mengarahkan
pembangunan dan tata kelola desa. Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sangat bergantung pada
sinkronisasi antaraturan serta kapasitas pelaksana di tingkat desa. Pada kasus Desa Bi’ih,
kewenangan yang diberikan secara hukum belum dimanfaatkan secara optimal akibat
keterbatasan kelembagaan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi
antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia belum
sepenuhnya mampu mendukung efektivitas tata kelola sumber daya lokal. Oleh sebab itu,
evaluasi terhadap koherensi dan implementasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Upaya mewujudkan desa mandiri menuntut strategi regulatif yang integratif dan
adaptif agar desa mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Harmoni antara
peraturan desa, kebijakan daerah, dan regulasi nasional perlu diperkuat untuk mencegah
dualisme kewenangan yang dapat menghambat inovasi desa. Peningkatan kapasitas
aparatur melalui pendidikan dan pelatihan hukum menjadi langkah penting agar perangkat
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desa mampu menyusun peraturan yang sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, tata kelola digital desa perlu diatur melalui perangkat hukum yang
menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan
perundang-undangan. Dengan fondasi regulasi yang kuat, desa dapat memperluas ruang
inovasi dan memperkuat fungsi-fungsi pelayanan publik.

Penguatan kelembagaan hukum dan tata kelola berbasis regulasi yang harmonis akan
menjadikan otonomi desa bukan sekadar simbol desentralisasi, tetapi instrumen nyata
untuk membangun kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini
memberikan kontribusi ilmiah pada literatur otonomi daerah dengan menegaskan
hubungan antara sinkronisasi regulasi, kapasitas kelembagaan desa, dan efektivitas
pengelolaan sumber daya lokal. Batasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi
kasus tunggal di Desa Bi’ih sehingga temuan belum dapat digeneralisasi sepenuhnya.
Peluang penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi perbandingan antar desa atau
penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis indikator kemandirian desa.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai implementasi
otonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
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